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KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/209/K/411.013/2024
TENTANG

HELPDESK REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Rekam Medis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Helpdesk Rekam Medis Elektronik pada Rumah Sakit Daerah
Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Rahasia Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;



Memperhatian

Menetapkan

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui
Sistem Informasi Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Rekam Medis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel
dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis
Elektronik;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Sakit
Daerah Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum
Daerah;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
Hk.02.01/MENKES/1030/2023 Tentang Penyelenggaraan
Rekam Medis Elektronik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka
Pembinaan Dan Pengawasan tanggal 13 Desember 2023
paling lambat tanggal 31 Juli 2024;

Surat Edaran dari BPJS Kesehatan Nomor: 575/VII-
04/2024, Hal Dokumen Elektronik Pengajuan Klaim tanggal
28 Februari 2024,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HELPDESK REKAM MEDIS
ELEKTRONIK PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Menetapkan Helpdesk Rekam Medis Elektronik pada Rumah Sakit
Daerah Nganjuk.

Helpdesk Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan sebagai upaya optimalisasi
implementasi terhadap permasalahan Rekam Medis Elektronik.

Penyelenggaraan rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, mencakup pencatatan layanan melalui
sistem rekam medis Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
(SIMRS), termasuk pencatatan layanan luar gedung yang
mengikuti standar Platform SATUSEHAT.

Platform SATUSEHAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA, merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)
yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;

Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus
memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan yang mana data
yang diproses pada rekam medis elektronik tersebut merupakan
data pribadi spesifik, data rekam medis wajib terintegrasi dengan
Platform SATUSEHAT.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD) Rumah Sakit Daerah
Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

inan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Nganjuk
EPALA BAGIAN HUKUM, pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.
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